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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun
2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026, yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2...



Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD
Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian
sebagai berikut:

a. BABI pendahuluan;

b. BABII gambaran umum kondisi Daerah;

c. BABII kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. BABIV sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah;

e. BABV arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota;

BAB VI rencana kerja dan pendanaan Daerah;
BAB VII  kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan
h. BAB VIII penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2026 dan rancangan APBD
tahun anggaran 2026.

Pasal 4

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana Kkerja
Perangkat Daerah masing-masing dengan RKPD
Tahun 2026.

(2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan
pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk
menjaga konsistensi RKPD Tahun 2026 dengan
rencana kerja Perangkat Daerah.

(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah untuk dijadikan bahan
masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5...



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 029

"*’i@*”& 181986021001

LAMPIRAN...



RENCANA KERJA
~ PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Badan Perencanaan Pembangunan Riset ‘gin |nofgs!
Provinsi Nusa Tenggara Timur-
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan. Dokumen ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029, serta menjadi
pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana
kerja dan anggaran tahunan.

RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dinamika dan
tantangan pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat global,
nasional, maupun regional. Tantangan seperti perubahan iklim, ketahanan
pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan
pembangunan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting
menjadi prioritas utama yang harus kita hadapi bersama.

Proses penyusunan RKPD ini telah melibatkan partisipasi aktif dari
berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta,
akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan masyarakat di
berbagai tingkatan. Hal ini mencerminkan komitmen kita untuk mewujudkan
pembangunan yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan riil
masyarakat NTT.

Keberhasilan implementasi RKPD Tahun 2026 ini tentu membutuhkan
dukungan dan kerja sama dari semua pihak. Mari bersama-sama kita
wujudkan setiap agenda pembangunan yang telah direncanakan, demi
Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Kupang, Juli 2025

Kepala Bapperida
msiNusa Tenggarg Timur, ".

Dr.Alfonsus Theodorus, ST, MT
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diawali dengan
penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, rancangan awal
RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2026.

RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029, dengan arah kebijakan Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur
yang handal dan SDM yang berkualitas.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan masih menggunakan pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, bottom up, dan top down serta berorientasi
Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) politik digunakan
dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil
penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan
reses; (2) teknokratik menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah; (3)
partisipatif, pendekatan yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, dunia
usaha, akademisi, dan masyarakat; (4) bottom up dilakukan dengan mengacu pada
proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat desa/kelurahan,
kecamatan dan kabupaten/kota, dan provinsi; (5) top down dilakukan dengan
mengacu pada RKP Tahun 2026 dan RPJMN 2025-2029. Pendekatan yang
berorientasi pada THIS diimplementasikan melalui pengendalian perencanaan,
penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan
karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan
sumber pendanaan pembangunan. Implementasi money follow priority program dan
program follow result menjadi landasan kerangka pendanaan pembangunan.

RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 selain berpedoman pada RPJMD Provinsi
NTT Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RKP 2026 sekaligus menjadi
pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya dalam
memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat,
provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Alur Perencanaan RKPD Tahun
2026 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.
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Alur Perencanaan RKPD Tahun 2026

| Sebagai penjabaran Tahun Pertama dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 memuat strategi dan Arah kebijakan yang
diarahkan pada penguatan ekonomi yang kokoh dan pemantapan kualitas
pelayanan dasar. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJMD 2025-2029,
sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2026 yaitu : Kedaulatann Pangan,
Energi yang Produktif dan Inklusif, Untuk mewujudkan tema RKP tersebut
ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju
Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi;
4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio
Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK
dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Nusa Tenggara Timur tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6856);

S. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

21

22,

23.

24.

25.

26.

Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 135);

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

29.

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019);

33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2026 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 264);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran
Negara Tahun 2024 Nomor 543);

35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);

36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

37.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun
2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);

38. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen
perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-
spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada
Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, Program
Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Kemudian, dalam
kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2026 disinergikan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043, dengan tetap
menjaga keselarasan dengan terhadap RTRW Nasional dan produk rencana tata
ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun
Kabupaten/Kota).

RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen
KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2026. Dokumen KUA dan PPAS merupakan
dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA.
2026 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2026.
Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA 2026. Keterkaitan antar dokumen
perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan
terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya
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Gambar 1.2
Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
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Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah
sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan
pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026,
khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai
bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan
sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah:

1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan
pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD TA. 2026;

2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran,;

3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik
antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Pemerintah Pusat;

4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya
dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
RKPD Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD
yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar
dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta
sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah,
evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator
makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Dokumen
RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan
perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun
sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah
tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah dan arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan
pembiayaan).

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas
Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan
sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman
dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota
Tahun 2026.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan
menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun
perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2026.

Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
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Bab VII

Bab VIII
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Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan.

Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam
menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam
mempedomani RKPD Tahun 2026 sebagai acuan untuk penyusunan
dokumen Renja Perangkat Daerah.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. GEOGRAFI

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°-12°
Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan dan Pulau,
Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota
Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas
wilayah yaitu 46.446,644 km?. Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah
terluas yaitu sebesar 6.984 km? dan Kota Kupang merupakan wilayah paling
kecil dengan luas 159 km?. Sebanyak 82 persen desa/kelurahan di NTT
terletak didaerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah,
2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di
dataran. Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

* Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores.

= Sebelah Selatan: Berbasan dengan Samudera Hindia (Negara
Australia)

= Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut
Timor

* Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa
Tenggara Barat)

2.1.1.1. TOPOGRAFI DARATAN

Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung.
Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada
gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau
memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40, yang
cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di
antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15 - 40
persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40
persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi
geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang
sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi.

Tabel 2.1.
Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpl) Tahun 2022

No Kabupaten/ Kota Nama Ibu Kota ngﬁ\l/{xﬁ)ay R

1. | Ngada Bajawa 1.204,50
2. | Manggarai Ruteng 1.173,08
3. | Timor Tengah Selatan So’e 901,60
4. | Sumba Tengah Waibakul 437,30
5. | Sumba Barat Waikabubak 436,50
6. | Belu Atambua 398,78
7. | Timor Tengah Utara Kefamenanu 389,29
8. | Manggarai Timur Borong 266,08
9. | Rote Ndao Ba’a 158,00
10. | Manggarai Barat Labuan Bajo 78,23
11. | Sumba Timur Waingapu 62,90
12. | Kota Kupang Kupang 61,13
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No Kabupaten/ Kota Nama Ibu Kota ngﬁ:/lgify =

13. | Sabu Raijua Seba 56,66
14. | Sumba Barat Daya Tambolaka 52,80
15. | Alor Kalabahi 36,60
16. | Nagekeo Mbay 34,93
17. | Ende Ende 31,35
18. | Kupang Oelamasi 28,85
19. | Flores Timur Larantuka 27,06
20. | Sikka Maumere 14,48
21. | Malaka Betun 14,21
22. | Lembata Lewoleba 12,35

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.1.1.2. TOPOGRAFI LAUTAN

Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang
bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m seperti
peraian di selatan Lembata dan Tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut
dalam (kedalaman lebih dari 200 m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur
dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar
kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam.

Kabupaten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari
darat adalah Sumba Barat Daya, Malaka, TTS, dan Kota Kupang. Pada jarak
antara 4-12 mil, kondisi batimetri perairan di NTT umumnya akan makin
dalam lagi kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau-
pulau lainnya atau bukit bawah laut yang umumnya terdapat di wilayah
Flores. Perairan dangkal umumnya berada pada perairan yang berada pada
wilayah selat dan yang berdampingan dengan daratan. Dari sudut lokasi,
wilayah utara NTT seperti Flores sampai Alor memiliki kondisi batimetri yang
lebih dalam dibanding bagian selatan NTT seperti dari Sumba sampai Timor.

Sumber: Peta Batimetri, RZWP3K Tahun 2025-2029

Gambar 2.1.
Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT
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2.1.1.3. GARIS PANTAI

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan
pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena
adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang
menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, maka panjang garis pantai
Provinsi NTT adalah 5.700 km.

2.1.1.4. IKLIM

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh naiknya
suhu rata-rata atmosfir bumi seiring meningkatnya gas rumah kaca di
atmosfir. Perubahan suhu global ini berdampak pada perubahan iklim seperti
perubahan pola hujan menjadikan tidak menentunya musim, naik dan
turunnya hujan disuatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana
banjir maupun kekeringan. Selain itu wilayah NTT juga dipengaruhi oleh
fenomena iklim global lain yang dapat memperngaruhi variabilitas iklim
seperti fenomena El Nino Southern Oscilation (ENSO) dan Indian Dipole Mode
(IOD).

Dampak variablitas dan perubahan iklim tersebut akan semakin buruk
pada suatu wilayah yang memiliki kerentanan dengan kategori tinggi. Salah
satu faktor yang menentukan kerentanan adalah kemampuan adaptasi suatu
wilayah dan tingginya sentitivitas dan keterpaparan menjadikan wilayah
tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu
indikasi fenomena perubahan iklim dapat diamati dari perubahan pola curah
hujan rata-rata pada suatu wilayah.
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Gambar 2.2.
Laju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) untuk laju perubahan curah hujan tahunan periode
1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khusus wilayah Timor, Sabu dan
Sumba memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami
kenaikan dalam rentang 0-100 mm/30 tahun. Sedangkan Pulau Alor memiliki
laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam
rentang 100-200 mm/30 tahun.
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Demikian juga untuk kategori laju perubahan hari hujan dalam kurun
waktu 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khususnya wilayah Timor,
Sabu dan Alor memiliki laju perubahan hari hujan >6 hari/ 30 tahun.
Sedangkan untuk wilayah Sumba memiliki laju perubahan hari hujan atau
mengalami kenaikan dalam rentang (-3)-0 hari/30 tahun sebagaimana dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.3.
Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022

Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-
2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami
penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25)-(-20) persen,
sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.4.
Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap
1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5
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